BAB III
‘Urf

3.1.Pengertian Urf

Secara etimologi al-‘urf berasal dari kata yang terdiri dari huruf ‘ain,
ra’ dan fa’ yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata ma’rifah (yang
dikenal), ta’rif (definisi), kata ma’ruf (yang dikenal sebagai kebaikan), dan
kata ‘urf (kebiasaan yang baik) (Dahlan 2014, 209). ‘Urf dalam kajian usul
figh, adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam
kehidupan masyarakat sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan yang
telah berlangsung lama itu dapat berupa ucapan dan perbuatan baik yang

bersifat khusus maupun yanggbersifathumum (Firdaus 2004, 96). Suatu

kebiasaan yang sering ferjadj tu. daerah baik perkataan dan

perbuatan yang apa eka tentram tanpa ada
rasa terbebani.

Amir Syarifuddin cara sesuatu yang telah
dikenal dan dipandan akal sehat.’urf bermakna

berbuat baik dapat ditemukan dalam firman Allah QS al-A’raf, 7, 199:

(Syarifuddin Mﬁl N.gl‘,M A M BO N J O L
U CAREPAIp R e

Artinya:
“Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang

ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”
(Departemen Agama 2004, 140).

Adapun dari segi terminologi. Kata ‘urf mengandung makna:
B0 135 W Bdlil ¢ i pE s 8 2 iy 201 SSEIL
asler Je 32 3L Vs A 2B Y o v s o
Artinya:
“Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya

dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka,
ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian
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tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar

kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain” (az-

Zuhaili 1986, 828).

‘Urf/’adah merupakan kebiasaan atau tradisi yang berlaku kemudian
menjadi kebiasaan masyarakat baik yang berupa perbuatan maupun yang
berupa perkataan. Maka setiap suatu perbuatan dan suatu perkataan yang
sudah menjadi tradisi dan telah disepakati oleh setiap masyarakat yang
memiliki implikasi hukum disana maka itu berlaku dan diikuti oleh setiap
orang, maka itu telah dinamakan sebuah kebiasaan (Rosyada 1993, 52).
Bentuk atau contoh ‘urf dalam bentuk perbuatan misalnya transaksi jual
beli barang kebutuhan sehari-hari di pasar tanpa menguccapkan lafal ijab
dan gabul. Demikian juga membadgi mahar menjadi “hantaran” dan “ mas

kawin”. Sedangkan contoht dal ntukyperkataan misalnya, kalimat

)

“engkau saya kerpRalikan ada Y@langtuarg dalam masyarakat
indonesia berarti tala
3.2.Pembagian ‘Urf

Macam-macam ‘Ur{iibias . 3 : golongan yaitu:

3.2.1. Ditinjau dari
A IIN IMAM BONJOL

3.2.1.1. Urf Qauli y Sphat e an yang berlaku dalam

penggunaan EAQ Aﬂg ucapan. Seumpama Kkata

waladun secara etimologi berarti “anak” yang digunakan untuk

Pasa dilakukan, dari ini ada dua

anak laki-laki maupun anak perempuan ( Syarifuddin 2008,
366).

3.2.1.2. Urf Fi’li yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Seperti
halnya dalam jual beli di warung tidak perlu melakukan akad,
cukup dengan menunjukkan barang dan bayar, itu merupakan
kebiasaan untuk akad jual beli. Biasanya jual beli yang seperti
ini berlaku pada barang- barang harian yang ringan seperti
gula, garam, sayur-sayuran. Bentuk lainnya seperti yang

ditemukan dalam praktek muamalah sehari-hari ketika pemilik
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rumah menghidangkan makanan dan minuman tertentu
kepada tamunya. Adanya hidangan tamu sebagai syarat izin
dari pemiliknya agar tamu menikmati hidangan tersebut
(Firdaus 2013, 83).
3.2.2. Dari segi jangkauannya ‘urf terbagi kepada ‘urf ‘am dan ‘urf khas:

3.2.2.1. Al-‘urf al-‘am (kebiasaan yang bersifat umum). Adalah
kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh
masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya dalam jual beli
mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil
seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam
harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain

adalah membayarg6ngkos kendaraan umum dengan harga

tertentu, tanpa pes jath Jatau dekatnya jarak yang

ole k tempuh maksimum

3.2.2.2. Al-‘urf al- i rsifat khusus). Adalah
kebiasaan an masyarakat tertentu.

Misalnya di kalangan para pedagang apabila terdapat cacat

terlgl‘xNa(laMaAlMa]B @N dj@ kkembalikan dan
untuk cacat laPA Bﬂ N@ itu, konsumen tidak dapat

mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan
mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.
3.2.3. Ditinjau dari segi keabsahannya dibagi kepada dua

3.2.3.1. ‘Urfyang sahih yaitu kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan,
diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan sopan
santun, dan budaya yang luhur. Dapat dikatakan juga ‘urf sahih
ialah kebiasaan yang berkembang di masyarakat yang tidak
bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan
dan tidak memberikan kemudaratan (Uman dkk 1998, 163).

Misalnya permasalahan kebiasan yang terdapat dalam suatu
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masyarakat, hadiah (hantaran) yang diberikan kepada pihak
wanita ketika peminangan, tidak dikembalikan kepada pihak
laki-laki, jika peminangan dibatalkan oleh pihak laki-laki.
Sebaliknya jika peminangan dibatalkan oleh pihak wanita
dikembalikan hantaran yang diberikan itu kepada pihak wanita
dua kali lipat dari yang diberikan oleh pihak laki-laki (Dahlan
2014, 211).

3.2.3.2. ‘Urf yang fasid suatu kebiasaan yang berlaku di masyarakat
atau di suatu tempat namun bertentangan dengan agama,
negara dan sopa santun. Bahwa kebiasaan itu menjadikan yang
haram jadi halal dan halal jadi haram seperti perbuatan

mungkar yang telah terjadi dalam masyarakat. ‘urf ini

seringkali bertenta

harus di dan@lildak d

an nash-nash yang qat’i sehingga
a sebagai dalil untuk
2004, 97). Misalnya
kebiasaan an dan laki-laki dalam
sebuah aca 3 . uran yang melarang laki-

laki dengan peremplan yang bukan mahram untuk

mehllNgl&MAiMaB@Nd‘@heka berasal dari
suku atau golorpmAIN(@qlan 2014, 211).

Masyarakat Arab jauh sebelum kedatangan Islam telah mengenal
berbagai macam ‘urf. Kebiasaan itu yang dipandang baik dan sejalan
dengan ajaran Islam terus dipertahankan. Islam memperbaiki ‘urf yang
baik itu agar sejalan dengan Islam yang haqiqi, bahkan dengan keluasan
prinsip-prinsip hukum Islam, mempertahankan wurf yang baik dan
menetapkannya sebagai suatu peraturan dengan menentukan bagiannya

masing-masing. Dapat dilihat dalam surat al-Bagarah (2) ayat 233:
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S5
Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun
penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan
kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu
dengan cara ma'ruf. ...”

Dan juga firman Allah SWT dalam surat al-Bagarah(2) ayat 241:

P

s ol ot cillanls

suaminya) mut g M2 bagai suatu kewajiban
bagi orang-oran

‘urf. ‘Urf yang dimaksud dalam ay®® ini merupakan kebiasaan yang telah

dikenal secalU1|‘rN1 PMAM Ngj]@ Ealtasan memberi
nafkah (belanja) kepadaPsAiﬁAthG)agi wanita yang di talak

(Syarifuddin 2004, 98-99).

Menjadikan ‘urf sebagai dalil dalam nemetapkan hukum atau ‘urf itu
sendiri yang ditetapkan sebagai hukum sara’ bertujuan untuk
mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia.
Dengan berpijak kepada kemaslahatan itu pula manusia menetapkan
segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. Adat seperti ini
telah mengakar dikehidupan manusia menjadikan sulit untuk ditinggalkan
karena telah terkait dengan kehidupan manusia. Dengan tidak memakai

‘urf atau adat seperti menolak maslahah, sedangkan ulama telah sepakat
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untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun tidak ada

nash yang secara langsung mendukungnya.

Meskipun demikian tidak semua kebiasaan masyarakat diakui dan
diterima dengan alasan maslahat dan dibutuhkan masyarakat. Sesuatu
kebiasaan baru diterima manakala tidak bertentangan dengan nash atau
ijma’ yang jelas-jelas terjadi dikalangan ulama. Di samping itu, suatu
kebiasaan diakui Islam bila tidak akan mendatangkan dampak negatif
berupa kemudharatan bagi kehidupan masyarakat muslim (Firdaus 2013,

85).

Perbedaan ‘urf dengan ijma’ dengan mengamati makna dan syarat

yang diterima ‘urf sebagai bagian darishukum Islam, yaitu telah dikenal,

diakui, dan diterima olel ora kK“tampak ada kesamaan dengan

ijma’ yang diarti konsensus. Namun

Pertama, ulama Qe i ‘ erupakan kesepakatan

oleh para orang-oran$

kesepakatan h1d tidak dapat
dipandang seb(!j‘ ﬁ; im tuk bahwa yang
mengakuinya dari semuaP zD Gt baik orang biasa maupun
mujtahid.

u]tahld Atas dasar ini

Kedua, dari segi ruang lingkup, ijma’ musti diakui dan diterima oleh
semua pihak, apabil ada pihak yang tidak setuju maka ijma’ tidak diterima.
Hanya sebagian ulama yang berpendapat bahwa ijma’ yang tidak diterima
oleh sebagian ulama tidak mempengaruhi kesahihan ijma’nya. Adat telah
tercapai apabila telah diakui sebagian orang tidak mesti dlakukan semua

orang.

Ketiga, ‘urf mesti telah dilakukan oleh umat Islam namun bisa

berubah sesuai dengan kondisi, dan orang-orang yang menjadi bagian dari
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umat yang terkait dengan ‘urf itu. Berbeda dengan ijma’ yang tidak dapat
berubah apabila telah disepakati (Firdaus 2013, 85-86).

Hubungan dengan adat dan hukum adat, istilah ‘urf berasal dari
bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Ada juga yang addah yang berarti
kebiasaan. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia ada dikenal dengan
adat dan hukum adat. Maka oleh karena itu apakah istilah ‘urf dalam

hukum Islam sama dengan adat yang dikenal dalam masyarakat Indonesia.

Dalam pandangan Bhusar Muhammad istilah adat dalam masyarakt
Indonesia berasal dari bahasa Arab, yaitu kata ‘adah yang berarti
kebiasaan. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Imam Sudiyat yang

menyatakan itu berasal darif bahasa, Arab yang berarti kebiasaan.

Meskipun dikutip dari bahasa i saat ini telah diterima oleh semua

bahasa di Indonesia ebiasaan berkembang
meliputi semua kesu up, dengan begitu adat
meliputi semua pera apapun yang dilakukan

orang Indonesia.

Dapat dtjmsi MWBJ dN;jﬁj;lm bahasa Arab,
khususnya da uShul a “derpa a-a dalam bahasa
Indonesia karena kata adBMA Nﬁhasa Arab. Tapi setelah kata

adat dirangkai dengan kata hukum maka menjadi hukum adat, terjadi

perkembangan makna, dari kata adat tersebut.

Bahwa istilah hukum adat sangat terkenal di kalangan ahli-ahli
hukum dalam berbagai kajiannya mereka tentang hukum adat. Istilah
hukum adat berasal dari bahasa Belanda, yaitu adatrecht. Yang pertama
kali digukan oleh Snouck Hurgronje dan Van Vollenhoven yang dipandang

sebagai ahli hukum.

Istilah adat dan hukum adat selalu disebut bergandengan, tidak

dapat dipisahkan, namun antara keduanya dapat dibedakan sebagai adat
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yang mempunyai akibat hukum dan adat yang tidak mempunyai akibat
hukum. Untuk yang tidak mempunyai akibat hukum disebut adat dan yang

mempunyai akibat hukum disebut dengan hukum adat.

Dengan demikian hukum adat dapat dikatakan aturan-aturan yang
berlaku dalam masyarakat yang disertai sanksi bagi yang melanggarnya.
Menurut Sukanto kebanyakan hukum adat tidak dibukukan dan tidak
dikodifikasikan. Jadi hukum adat adalah aturan-aturan tidak tertulis yang
mengatur tingkah masyarakat Indonesia dan mempunyai akibat hukum

bagi yang melanggar.

Dengan memperhatikan pengertian di atas, maka istilah tersebut

berbeda dengan ‘urf, tapi antara keduanya memiliki kesamaan dalam hal

tertentu. Diantara maknafuta apat dipahami dari istilah hukum

adat bahwa ia mdé an dalam kehidupan
masyarakat yang me ang yang melarangnya.
Sementara sesuatu ya A mempunyai sanksi, tapi
diakui dan diterima itu sejalan dengan nilai-

nilai islam. Kedua istilah ini me€miliki persamaan dari sisi sebagai

kebiasaan yaruﬂcN, (llM!AMl N]d%kat secara terus
menerus dalam kehiduparPAeBﬂ 13,89-91).

3.3.Kedudukan ‘Urf Sebagai Dalil Sara’

Dalam menetapkan hukum hukum Islam ada dua dalil yang dipakai
oleh para ulama, yang pertama adalah dalil yang disepakai, yaitu secara
prinsip ulama sepakat menerima dalil tersebut untuk menetapkan hukum
walaupun mereka berbeda dalam penggunaannya. Dalilnya yaitu Qur’an,
Hadis, [jma’, Qiyas. Kedua yaitu dalil yang tidak disepakati yaitu dalil yang
digunakan oleh sebagian ulama, dan sebagian lain tidak menggunakannya,
yaitu berupa istihsan, al-Maslahah al-mursalah,’Urf, Istihsan, Istishab, Qauli

sahabi, dan Sarhu maqablana.
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‘Urf masuk kepada dalil yang tidak disepakati dalam menetapkan
hukum. Namun banyak ulama yang menerimanya, asalkan masih berupa
‘urf sahih dan tidak bertetangan dengan hukum Islam. Kalangan Hanafiah
dan Malikiah merupakan ulama yang menjadikan ‘urf sebagai dalil dalam

mengistinbatkan hukum (Firdaus 2013, 93-94).

Lebih jauh Imam Malik dan Ulama Mazhab Maliki menggunakan ‘urf
sebagai dalil dalam menetapkan hukum ketika tidak diperoleh hukum
dalam nash qat’i tentang persoalan tersebut. Ketika itu mereka
meninggalkan Qiyas apabila bertentangan dengan wurf. Demikian pula
peralihan ulama mazhab Maliki dari giyas kepada istihsan dilandaskan

atas pertimbangan ‘urf.

Ulama mazhab Syafii pu nakan urf untuk segala hal yang

tidak ditentukan bd

bahasa. Dalam hal inijille rgges (DI ‘il JBl AN g berbunyi:

Sl Al 4 a
Artinya:

“Siapa y| c@a M E}, @ ak dan tidak ada
ketentuannya dalam ﬁrara sa ma kembalikan kepada
‘urf” A) N
Adapun kehujahan ‘urfsebagai dalil syara’ didasarkan atas argumen-

argumen sebagai berikut:

Firman Allah dalam surat al-A'raf (7): 199

el 2 o 2 ho I 2 ST e

Artinya:

“Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang
ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”
(Departemen Agama 2004, 140)”

Melalui ayat di atas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin

untuk mengerjakan yang ma’ruf. Sedangkan yang disebut yang ma’ruf itu
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adalah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan
berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang
benar dan yang dibimbing oleh prinsip umum ajaran Islam. Ayat ini
bermaksud bahwa urf ialah kebiasaan manusia dan apa-apa yang sering
mereka lakukan (yang baik). Ayat ini, bersighat ‘am artinya Allah
memerintahkan Nabi-Nya untuk mengerjakan suatu hal yang baik, karena

merupakan perintah, maka urf dianggap oleh syara’ sebagai dalil hukum.

Maka dari pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwasannya sesuatu
yang sudah lumrah dilakukan manusia di dunia untuk kemaslahatan
hidupnya, maka hal itu dianggap benar oleh syari’at Islam meskipun tidak

ada dalil yang menyatakannya baik'dalam al-Qur’an ataupun Sunnabh.

erima ‘urf

Para ulama juga beral sebagai dalil juga

L - L .=
ol yw;j&',gyw
¢ a

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun
penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan
kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu
dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut
kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita
kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya,
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dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin
menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan
permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika
kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.
bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha
melihat apa yang kamu kerjakan”.
Dalam ayat ini ditemukan kata ma’ruf yang seakar dengan kata ‘urf.
‘urf yang dimaksud dalam ayat ini ialah ‘urf telah biasa dikenal secara
umum dan dipraktekkan oleh masyarakat secara luas. Dalam hal ini ‘urf
dijadikan patokan bagi suami untuk memberi nafkah kepada istrinya. Maka
dalam ayat ini tidak disebut ma’ruf apabila suami memberi nafkah kepada

itrinya diluar kemampuannya (Firdats, 2013, 96).

Selain berdasarkan dalil tersebut, juga berhujjah dengan

hadits nabi yang disd ibnUMMas’ud kefada umat Islam untuk

mengambil ‘urf yang B

45 Ges Saled] G
Artinya:
baik oleh umat Islam, termasuk suatu hal

“Sesuatu yang diangga

e iNMAM BONJOL

Hadits ini mengandRA@AlN@ yang dipandang baik bagi
orang islam berarti hal itu baik pula di sisi Allah yang di dalamnya
termasuk juga urf yang baik. Yang mana berdasarkan dalil-dalil tersebut,

urf yang baik adalah suatu hal yang baik di hadapan Allah.

Sebagian ulama menilai pernyataan Ibnu Mas’ud ini sebagai Hadis.
Namun banyak ulama yang menyepakati ini bukan merupakan Hadis Nabi
SAW. Al ‘Ala setelah melakukan penelitian mendalam terhadap kitab
Hadis, berkesimpulan bahwa pernyataan ini bukanlah Hadis, meskipun
dengan sanad yang do’if meskipun demikian, substansi dalam pernyataan
itu diakui dan diterima para ulama termasuk Imam Ahmad yang secara

langsung mengungkapkan dalam musnadnya.
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Berdasarkan penelitian para ulama terhadap sejarah pembentukan
hukum Islam menunjukkan cukup banyak nash yang memperkuat adat
atau kebiasaan yang telah berlaku di kalangan masyarakat Arab sebelum
kedatangan Islam. Dan setelah datang Islam maka kebiasaan itu
mengalami  proses pembenturan, penyerapan dan pembaruan
berdasarkan nash. Menurut proses ini maka menurut Amir Syarifuddin

adat dapat dikelompokkan menjadi empat (Firdaus 2013 99-101).

1) Adat yang lama yang dalam pelaksanaannya memiliki unsur
kemaslahatan. Bahwa dalam pelaksanannya tidak ada unsur
mudarat yang ada unsur manfaat, atau unsur manfaat lebih besar
dari unsur mudaratnya, adat Seperti ini diterima oleh islam secara
utuh.

2) Ada yang lamg mengandung unsur maslahabh,

Contohnya sepert®¥ermasa

3) Adat lap MB qu:m J dll-pelaksanaannya
mengandu unsur merusa ada unsur manfaat yang

ada unsur perusak a r manfaat tapi lebih besar
unsur merusaknya.

4) Adat yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak
karena tidak mengandung unsur merusak dan tidak bertentangan
dengan hukum syara’ yang datang kemudian tapi secara jelas belum
terserap kedalam hukum sara’, baik secara langsung maupun tidak

langsung.

Kehujahan ‘urf dalam mengistimbatkan hukum hampir selalu
dibicarakan adalah ‘urf atau adat secara umum. Dalam menanggapi adanya

penggunaan ‘urf dalam figih. Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan
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kepada ‘urf, maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan
berdasarkan kepada nash. Para ulama yang mengamalkan ‘urf dalam
memahami dan mengistimbatkan hukum, menetapkan beberapa

persyaratan untuk menerima ‘urftersebut yaitu: (Firdaus 2013, 104-108)

1) Adat atau ‘urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal.
Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi adat atau ‘urf yang sahibh,
sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.

2) Adat atau ‘urfitu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang
yang berada dalam lingkungan ‘adat itu, atau dikalangan sebagian
besar warganya.

3) Urf yang dijadikan sandaraafdalam penetapan hukum itu telah ada

(berlaku) pada saat itu, bukaa Urf yang muncul kemudian. Hal ini

berarti ‘urf it s elum pepgtapann hukum. Kalau
‘urf datang ke
4) Adat tidak berté N il Alil syara’ yang ada atau

5) ‘Urf tidak bertent® #an atau keterangan yang

“* UIN IMAM BONJOL
Dari uraian di atasphB A]Nlerf atau adat itu digunakan

sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama
atas adat itu bukanlah karena semata-mata itu bernama adat atau ‘urf,
melainkan itu menjadi dalil karena ada yang mendukung atau ada tempat

sandarannya, baik itu ijma’ atau maslahat (Syarifuddin 2008, 402).



